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PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAS PEMBATALAN SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
{Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 85/PMK.03/2017,
tanggal 20 Juni 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa ketentuan tentang pengurangan denda
administrasi pajak bumi dan bangunan, penguran-
gan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak
terutang, surat ketetapan pajak pajak bumi dan
bangunan yang tidak benar, dan pembatalan su-
rat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan, yang
tidak benar,telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberi-
tahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau
Surat Tagihan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, yang Tidak Benar;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 ten-
tang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Un-
dang, Direktur Jenderal karena jabatan dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi ad-
ministrasi berupa denda dalam hal sanksi terse-
but dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya; :

bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat {1} huruf
b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seb-
agaimana telah beberapa kali diubah, terakhir den- |
gan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009ten-
tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang,
Direktur Jenderal karena jabatan atau atas per-
mohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak
benar;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat {1) huruf
¢ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 ten-
tang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Un-
dang, Direktur Jenderal karena jabatan atau atas |
permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan su-
rat tagihan pajak;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Un-
dang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Ta-
hun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,
atas permintaan Waijib Pajak Direktur Jenderal
Pajak dapat mengurangkan denda administrasi |
karena hal-hal tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Un-
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dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dae-
rah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangu-
nan sektor Perdesaan dan Perkotaan serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan. Bangunantelah di-
.alihkan sebagai pajak daerah yang dipungut oleh
pemerintah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daiam huruf a,huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf e, dan huruf f, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No-
mor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah bebera-
pa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Per-
aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undahg-Undang,perIu menetapkan Per-
aturan Menteri Keuangan tentangPengurangan
Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunandan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberita-
huan-Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pa-
jak Bumi dan Bangunan,Surat Tagihan Pajak Pa-
jak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar;

Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan {Lem-

baran Negara Republik indonesia Tahun 1983

Nomaor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik |
indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah be- !

berapa kali

diubah, terakhir dehgan Undang-Un-

dang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang :
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keem-
pat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-

jakan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik indonesia No- |

mor 4999};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Re-
publik indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peruba- !
. 6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dising-

han atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPEN-
GURANGAN DENDA ADMINISTRAS! PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEM-
BATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERU-
TANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK
BUM! DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yand dimaksud
dengan:
1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah
Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentand
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di-
ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dis-
ingkatPBB adalah pajak sebagaimana dimgksud
dalam Undang-Undang PBB yang meliputi sektor
perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertam-
pangan, dan sektor lainnya.
SuratPemberitahuan Pajak Terutang yang selan-
jutnya disingkat SPPT adalah surat yang digu-
nakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mem-
beritahukan besarnya PBB yang terutang kepada
Wajib Pajak. :
Surat Ketetapan Pajak PBB yang selanjutnya dis-
ingkat SKP PBB adalahsurat ketetapan yang me-
nentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok
PBB, besarnya sanksi adrhinistrasi, dan jumiah
PBB yang terutang. .
Surat Tagihan Pajak PBB yang selanjutnya dis-
ingkat STP PBB adalah surattagihan pajak seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Un-
dang-Undang PBB. i
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

kat KPP adalah ‘Kantor Pelayanan Pajak tempat
objek pajak PBB terdaftar,

'BAB 1|
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PRB
Pasal 2
Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib
Pajak dapat mengurangkan denda administrasi
PBB karena halhal tertentu,

Denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud ‘

pada ayat (1) meiiputi:

a. denda administrasi sebesar 25% (dua puluh
lima persen) yang dihitung dari pokok pajak
yang tercantum dalam SKP PBB: atay

b. denda administrasi sebesar 2% (dua persen)
sebulan yang tercantum dalam STP PBB.

Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

a. kealpaan Wajib Pajak;

b. bukan kesalahan Waijib Pajak; i

€. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
pada:

1. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan
Permintaanpengurangan denda administra-
si PBB, dalam hal Waijib Pajak menyeleng-
garakan pembukuan; atay

2. akhir tahun kalender sebelum tahun pen-
gajuan permintaan pengurangan denda
administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak
melakukan pencatatan;

d. terjadi bencana alamatau kejadian luar biasa
lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat me-
menuhi kewajiban perpajakannya; atau

e. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direk-
tur Jenderal Pajak.

Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf ¢ merupakankondisi ketidakmam-

puan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka
pendeknya dengan kas yang diperoleh dari keg-

iatan usaha, ,

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat

{3) huruf d merupakan bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atay serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banijir, kekeringan, an-
gin topan, atau tanah longsor.

Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf d antara lain kebakaran; huru-hara, .

1

atau kerusuhan.

{1}

(2)

(3)

Pasal 3

Pengurangan denda administrasi PRB sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan

dengan menyampaikan permintaan pengurangan
denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal

Pajak melalui- Kepala KPP,

Permintaan pehgurangan denda adminjstrasi PBB

yang tercantum dalam SKP PBBsebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat di-

ajukan sepanjang SKP PBB tersebut:

a. tidak diajukan keberatan;

b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbang-
kan;

¢. diajukan keberatan tetapi. dicabut oleh Waijib
Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah me-
nyetujui permohonan pencabutan Waijib Pajak :
tersebut; :

d. tidak diajukan permohonan pengurangan PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Un-
dangUndang PBB atay diajukan permohonan
Pengurangan PBB tetapi dianggap bukan seb-

_agai pérmohonan; '

e. tidak diajukan permohonan pengurangan
SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau di-
ajukan permohonan bengurangan SPPT atau
SKP PBB yang tidak benar tetabi dianggap bu-
kan sebagai permohonan; atau

f. tidak diajukan permchonan pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar atau
diajukan permohonan pembatalan tetapi di-
anggap bukan sebagaj permohonan,

Permintaan pPengurangan denda administrasi PBB

yang tercantum dalam STP PBB sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf b dapat di-

ajukan sepanjang: ]

a. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan;

b. SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan, teta-
pi tidak dipertimbangkan;

¢. SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan tetapi
dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jendar-
al Pajak telah menyetujui permohenan pen- |
cabutan Waijib Pajak tersebut:

d. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-

" honan pengurangan PBB sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB atau
diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi
dianggap bukan sebagai permohonan:

e. SKP PBB tidak diajukan permintaan penguran-
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(4)

(5)

(6)

gan denda administrasi PBB atau diajukan per-
mintaan penguraﬁgan denda administrasi PBB
atas SKP PBB tetapi dianggap bukan sebagai
permintaan;

f. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-
honan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar atau diajukan permohonanpengu-
rangan SPPT atau SKP PBB vyang tidak benar

tetapi dianggap bukan sebagai permchonan;.

atau

g. SPPT, SKP PBB atau STP PBB tidak diajukan
permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan
permohonan pembatalan tetapi dianggap bu-
kan sebagai permohonan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal objek pa-

jak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) atau kejadian luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6}.

Untuk dapat mengajukan permintaan penguran-

gan denda administrasi PBB terhadap objek pajak

yang terkena bencana alam sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 ayat (b} atau kejadian luar bi-
asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(6), Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan seb-

agai berikut: )

a. mencabut pengajuan‘l(-eberatan PBB, Band-
ing, atau Peninjauan Kembali;

b. mencabut permohonan Pembetulan, Pembat-
alan, Pengurangan Ketetapan PBB Yang Tidak
Benar, atau pengurangan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang
PBB, dalam hal atas pengajuan atau permo-
honan dimaksud belum diterbitkan keputusan
atau putusan.

Permintaan pengurangan denda administrasi PBB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus me-

menuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 {satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB
atau STP PBE; :

b. permintaan diajukan secara tertulis dalam ba-
hasa Indonesia;

¢. mengemukakan besarnya denda administrasi
PBB yang dimintakan pengurangan dengan
disertai alasan;

d. WajibPajak telah melunasi PBB yang tidak
atau kurang dibayar yang menjadi dasar peng-
hitungan denda administrasi yang tercantum

(7)

Y

(2}

(3)

{4)

dalam SKP PBB atau STP PBB; dan
e. ditandatanganioleh Wajib Pajak, dan dalam hal
surat permintaan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketentuan umum dan tata cara perpa-
jakan.
Surat permintaan pengurangan denda adminis-
trasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dibuat sesuai dengan contch format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf A yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4 ‘
Surat permintaan pengurangan denda adminis-
trasi PBB disampaikan dengan cara:
a. langsung;
b. dikirim melalui posdengan bukti pengiriman
‘surat secara tercatat; atau -

c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Penyampaian surat permintaan secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai

yang ditunjuk di KPP.

Buktipengiriman surat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, .merupakan-
bukti penerimaan surat permintaan.

Tanggal yang tercantum padabukti penerimaan
surat permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dan ayat {3) merupakan tanggal surat
permintaan diterima.

Pasal 5
Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian,

penelitian, dan memberikan keputusan atas perminta-
an pengurangan denda administrasi PBB.

(1)

(2)

Pasal 6

Direktur Jenderal Pajakmelakukan pengujian terh-
adap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 3 ayat (2} sampai dengan ayat
{b) atas permintaan pengurangan denda adminis-
trasi PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1).

Dalam hal permintaan pengurangan denda ad-
ministrasi PBB telah memenuhi ketentuan se-
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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

bagaimana dimaksud pada ayat {1), Direktur
Jenderal Pajak menindaklanjuti permintaan pen-
gurangan denda administrasi PBB dimaksud den-
gan melakukan penelitian.

Dalam hal permintaan pengurangan denda ad-
ministrasi PBB tidak memenuhi ketentuan seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1), Direktur Jen-
deral Pajak mengembalikan permintaan tersebut
dengan menyampaikan surat yang berisi alasan-
pengembalian permintaan pengurangan denda
administrasi PBB.

Dalam hal permintaan pengurangan denda admin-
istrasi PBB dikembalikan karena tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
3 ayat (6), permintaan pengurangan denda ad- |

ministrasi PBB dianggap bukan sebagai per-
mintaan sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan
kembali permintaan tersebut setelah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (6).

Terhadap permintaan pengurangan denda admin- .

istrasi PBB yang dikembalikan karena tidak me-
menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat {5), Waijib
Pajak tidak dapat mengajukan permintaan kem-
bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{(1).

Surat pengembalian permintaan pengurangan
denda administrasi. PBB sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) dan ayat (4) dibuat dengan meng-
gunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian
. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Dalam rangka metakukan penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {2), Direktur Jen-
deral Pajak dapat meminta dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak
metalui: |

a. penyampaian surat permintaan dokumen, |
data, informasi, dan/atau keterangan; dan/ _

atau

b. peninjauan di lokasi objek pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain
yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan

identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau |

penghimpunan data, keterangan, dan/atau
bukti, mengenai objek pajak yang diajukan

pengurangan denda administrasi PBB.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
lama 15 {lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal surat permintaan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangandikirim.

Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal Pajak
dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.

Waijib Pajak harus memberikan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan tambahan yang
diminta dalam jangka waktu paling lama seb-
agaimana disebut dalam surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.

Surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dibuat dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf C dan surat permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan
sebagaimana dimaksud padaayat(3) dibuat den-
gan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf D yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Dalam rangka permintaan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan melalui peninjauan lo-
kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu me-
nyampaikan surat pemberitahuan kepada Waijib
Pajak.

Dalam hal Waijib Pajak tidak memenuhi sebagian
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau ayat {3), Direktur Jenderal
Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut terha-
dap permintaan pengurangan denda administrasi
PBB sesuai dengan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan yang diterima dan/atau yang
dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan = sebagaimana dimaksud
pada ayat (6} dibuat dengan menggunakan con-
toh format yang tercantum dalam Lampiran huruf |
E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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Pasal 8

{1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat kepu-
tusan pengurangan denda administrasi PBB dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhi-
tung sejak tanggal surat permintaan pengurangan
denda administrasi PBB diterima.

{2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dapat berupa mengabul-
kanseluruhnya, mengabulkan sebagian, atau me-
nolak permintaan Waijib Pajak.

{3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} telah terlampaui dan Direktur Jen-
deral Pajak tidak menerbitkan surat keputusan
pengurangan denda administrasi PBB, permintaan
vang diajukan dianggap dikabulkan dan Direktur
Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputu-
san pengurangan denda administrasi PBB sesuai
dengan permintaan Wajib Pajak dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
jangka waktu dimaksud berakhir.

| (4) Dalam hal terdapat permintaan keterangan se-

| cara tertulis dari Wajib Pajak mengenai keputusan

yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat

{1}, Direktur Jenderal Pajak memberikan keteran-

gan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi

dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolak
permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(5) Surat keputusan pengurangan denda administrasi
PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat
dengan menggunakan contoh format sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran huruf F yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 9
Terhadap SKP PBB atau STP PBB yang telah
diajukan permintaan pengurangan denda administrasi
PBB dan telah diterbitkan surat keputusan penguran-
gan denda administrasi PBB tidak dapat diajukan lagi
permintaan pengurangan denda administrasi PBBun-
tuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.

Pasal 10
{1} Waijib Pajak dapat melakukan pencabutan terha-
dap surat permintaan pengurangan denda admin-
istrasi PBB sebelum surat keputusan penguran-
gan denda administrasi PBB diterbitkan.
{2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

H

(3)

{4)

{5)

(6)

(1)

(2}

A

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indone-
sia;
b. disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kepala KPP; dan
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam
hal surat pencabutan ditandatangani bukan -
oleh Waijib Pajak, surat pencabutan tersebut |
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus se-
bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak memberikan jawaban atas
surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebelum surat keputusan pengurangan
denda administrasi PBB diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Wajib Pa-
jak tidak berhak untuk mengajukan kembali per-
mintaan pengurangan denda administrasi PBBun-
tuk SKP PBB atau STP PBB yang sama.
Surat pencabutan permintaan pengurangan den-
da administrasi PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf Gyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Surat jawaban atas pencabutan permintaan pen-
gurangan denda administrasi PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan meng-
gunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IlI
PENGURANGAN SPPT ATAU SKP
PBB YANG TIDAK BENAR

Pasal 11 .
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan
Waijib Pajak dapat mengurangkan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar.
Pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diajukan dalam hal terdapat ketida-
kbenaran materi dalampenetapan besarnya PBB
yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.

Pasal 12
Permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar ditujukan kepada Direktur Jen-
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(3)

(4)

(5)

| (8

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH .~

deral Pajak dan disampaikan melalui Kepala KPP.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diajukan dalam hal:

a. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan;

b. SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan, teta-
pi tidak dipertimbangkan;

c. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-
honan pengurangan PBB sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB;

d. SKP PBB tidak diajukan permintaan penguran-
gan denda administrasi PBB; atau

e. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-
honan pembatalan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar.

Permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB

yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat diajukan dalam-hal SPPT atau

SKP PBB tersebut diajukan keberatan tetapi di-

cabut oleh Waijib Pajak.

Permahonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 {satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT
atau SKP PBB;

b. permohonan diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia; i

¢. mencantumkan besarnya pengurangan SPPT
atau SKP PBB yang dimohonkandengan diser-
tai alasan;

d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB vyang
dimohonkan pengurangan; dan

e. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani cleh bukan

Wajib Pajak,surat permohonan tersebut harus |

dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketentuan umum dan tata cara perpa-
. jakan.
Permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling
banyak 2 (dua) kali untuk SPPT atau SKP PBB
yang sama.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar yang kedua, permohonan tersebut harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan Di-
rektur Jenderal Pajak atas permohonan pertama
dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan

(7}

(8)

(9)

(1

(2)

(3)

(4)

bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat di-
penuhi karena keadaan diluar kekuasaan Waijib
Pajak. '

Permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB
yang tidak benar yang kedua sebagaimana di-
maksud pada ayat (6) tetap diajukan terhadap
besarnya ketetapan yang tercantum dalam SPPT
atau SKP PBB yang telah diajukan dalam permo-
honan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang ti-
dak benar yang pertama. '
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk per-
mohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar yang kedua.

Surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat {6) dibuat dengan meng-
gunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Surat permohonan pengurangan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar disampaikan dengan cara:
a. langsung; ,
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman
surat secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Penyampaian surat permohonan secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai
yvang ditunjuk di KPP.
Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf b dan huruf ¢, merupakan
bukti penerimaan surat permohonan.
Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3} merupakan tanggal surat
permohaonan diterima.

Pasal 14
Direktur Jenderal Pajak melakukan penguijian,

penelitian, dan memberikan keputusan atas permo-
honan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

{1).

Pasal 15
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{1

(2)

(3)

(4)

{5}

Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian ter-
hadap .permohonan pengurangan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ketentuan seb-
agai berikut:

a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2) sampai
dengan ayat (4], untuk permohonan yang per-
tama; atau

b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dan ayat (8), untuk permo-
honan yang kedua.

Dalam hal permohonan pengurangan SPPT atau

SKP PBB yang tidak benar telah memenuhi keten-

tuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Direk-

tur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar dimaksud dengan melakukan penelitian.

Dalam hal permohonan pengurangan SPPT atau

SKP PBB yang tidak benar tidak memenuhi keten-

tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direk-

tur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan

" tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi

alasan pengembalian permohonan pengurangan

SPPT atau SKP PBB yang tidak benar.

Dalam ‘hal permohonan pengurangan SPPT atau

SKP PBB yang tidak benar dikembalikan karena

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 12 ayat (4}, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. untuk permohonan yang pertama, dianggap
bukan sebagai permohonan sehingga Waijib
Pajak masih dapat mengajukan permohonan
paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 ayat (5); atau

b. untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan sepanjang
jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 ayat {6} belum ter-
lampaui.

Terhadap permohonan pengurangan SPPT atau

SKP PBB yang tidak benar yang dikembalikan

karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam:

a. Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), untuk permo-
honan yang pertama; atau

b. Pasal 12 ayat (2), ayat (3), dan ayat (8), un-
tuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak ti-

(6)

(1)

(2)

(3)

{4)

(5)-

dak dapat mengajukan permohonan kembali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1}).
Surat pengembalian permohonan pengurangan
SPPT atau SKP PBB yang tidak benarsebagaima-
na dimaksud pada ayat (3} dibuat sesuai dengan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal16

Dalam rangka melakukanpenelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat {2}, Direktur Jen-

deral Pajak dapat meminta dokumen, data, infor-
masi, danfatau keterangan kepada Wajib Pajak
melalui:

a. penyampaian surat permmtaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan; dan/
atau

b. peninjauan dl lokasi objek pajak; tempat
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain
yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan
identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau
penghimpunan data, keterangan, dan/atau
bukti, mengenai objek pajak yang diajukan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak
benar. '

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal surat permintaan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan dikirim.
Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Pajak
dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan tambahan kepada Waijib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.
Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan tambahan yang
diminta dalam jangka waktu paling lama seb-
agaimana disebut dalam surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.

Surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/

atau keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1) huruf a dibuat dengan menggunakan can-
toh format sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran huruf K dan surat permintaan dokumen, data,
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(6)

{7

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

informasi, dan/atau keterangan tambahan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan
menggunakan contoh format sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Dalam rangka permintaan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan melalui peninjauan lo-

kasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf _

b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu me-
nyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau ayat (3), Direktur Jen-
deral Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut-
terhadap permohonan pengurangan SPPT atau
SKP PBB yang tidak benar sesuai dengan doku-
men, data, informasi, dan/atay keterangan yang
diterima dan/atau yang dimiliki oleh Direktorat
Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan con-
toh format yang tercantum dalam Lamplran huruf
M yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam jangka waktu paling lama 6. (enam) bulan

terhitung sejak tanggal permohonan pengurangan
SPPT atau SKP PBB yang tidak benar diterima,
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat kepu-
tusan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang ti-
dak benar. . _
Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya,
mengabulkan sebagian, atau menolak permo-
honan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaifnana dimaksud
pada ayat (1} telah terlampaui dan Direktur Jen-
deral Pajak tidak menerbitkan surat keputusan,
permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
Dalam hal permohonan yang diajukan dianggap
dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat kepu-
tusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) bulan
terhitung sejak jangka waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) berakhir. :

(5}

(6)

{1)

(2}

(3)

(4)

{5)

Dalam hal terdapat permintaan keterangan secara
tertulis dari Wajib Pajak mengenai keputusan yang
diberikan, Direktur Jenderal Pajak memberikan
keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang |
menjadi dasar untukmengabulkan sebagian atau
menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana

- dimaksud pada ayat {2).

Surat keputusan pengurangan SPPT atau SKP
PBB yang tidak benar sebagaimana dimaksud |
pada ayat {1) dibuat sesuai dengan contoh for-
mat sebagaimana tercantum dalam Lampiran hur-
uf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

-Waijib Pajak dapat melakukan pencabutan terha-

dap permohonan sebagaimana dimaksud dalam |
Pasal 12 ayat (1) sebelum surat keputusan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
diterbitkan.
Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indone-
sia; i
b. disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak :
melalui Kepala KPP: dan i
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam
hal surat pencabutan ditandatangani bukan
oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut :
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus |
sesuaiketentuan peraturan perundang-undan-
gan di bidang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan jawa-
ban atas surat pencabutan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2), sebelum surat keputusan se- |
bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) |
diterbitkan, ) ]
Dalam hal Wajib 'Pajak melakukan pencabutan
terhadap surat permohonan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak un- |
tuk mengajukan kembali permohonan yang sama |
dengan jenis permohonan yang dlcabut |
Surat pencabutan permohonan pengurangan :
SPPT atau SKP PBB yang tidak benar sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak |
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(6) Surat jawaban atas pencabutan permohonan pen-
gurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat '(3) dibuat den-
gan menggunakan contoh format sebagaimaria
tercantum dalam Lampiran huruf P yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini. ‘

BAB IV
PEMBATALAN SPPT, SKP PBB, ATAU STP PBB
YANG TIDAK BENAR
Pasal 19

(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan
Wajib Pajak dapat membatalkan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar.

(2) Pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan dalam hal SPPT, SKP PBB, atau STP
PBB tersebut berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan seharusnya tidak
diterbitkan. '

Pasal 20 ‘

{1} Permohonanpembatalan SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB yang tidak benar ditujukan kepada Di-
rektur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui
Kepala KPP.

{2) Permohonan pembataian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat diaji.xkan dalam hal:

a. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan;

b. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-
honan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar;.

c. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permo-
honan pengurangan PBB sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB;
atau

d. SKP PBB atau STP PBB tidak diajukan per-
mintaan pengurangan denda administrasi
PBB.

(3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan seb-
agai berikut:

a. 1 (satu) permchonan untuk 1 {satu) SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB;

b. permohonan diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia;

¢. mencantumkanalasan permchonan;

d. dilampiri asli SPPT, SKP PBB, atau STP PBB,

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

{1)

(2)

~ yang dir_nohdnkan pembatalan; dan
e. ditandatanganioleh Waijib Pajak dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan-
Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketentuan umum dan tata cara perpa-
jakan. : )
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan oleh Waijib Pajak pal-
ing banyak 2 (dua) kali.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar yang kedua, permohonan tersebut
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 {tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Di-
rektur Jenderal Pajak atas permchonan pertama
dikirim, kecuali Waijib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat di-
penuhi karena keadaan diluar kekuasaan Waijib
Pajak. |
Permchonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau
STP PBB yang tidak benar yang kedua seb-
agairhana dimaksud pada ayat (5) tetap diajukan
terhadap SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
telah diajukan dalam permohonan pembatalan
SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
yang pertama.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat {3) berlaku juga untuk permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar yang kedua.
Surat permohonan pembétalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar sebagaimana di-
maksud pada ayat (3} dan ayat (5) dibuat sesuai
dengan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiranhuruf Q yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21 .
Surat permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar disampaikan den-
gan cara:
a. langsung;
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman
surat secara tercatat; atau
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Penyampaian surat permohonan secara langsung
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(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan bukti penerimaan surat oleh pegawai
yang ditunjuk di KPP.

Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, merupakan -

bukti penerimaan surat permohonan.

Tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggal surat

-‘permohanan diterima.

Pasal-22
Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian,

penelitian, dan memberikan keputusan atas permo-
honan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1).

{1}

(2)

(3)

(4)

Pasal 23
Direktur Jenderal Pajak melakukan pengujian ter-
hadappermohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 avat (1} dengan keten-
tuan sebagai berikut:
a. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat
(3), untuk permohonan yang pertama; atau

'b. menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal .20 ayat (2), ayat (3},

dan ayat (5), untuk permohonan vang kedua.
Dalam hal permohonan pembatalan SPPT, SKP
PBB, atau STP PBB yang tidak benar telah me-
menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),Direktur Jenderal Pajak menindakianjuti
permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB, atay
STP PBB yang tidak benar dimaksud dengan
melakukan penelitian.’
Dalam hal permohonan pembatalan SPPT, SKP
PBB, atau STP PBB yang tidak benar tidak me-
menuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan
permohonan tersebut dengan menyampaikan su-
rat yang berisi mengenai pengembalian permo-
honan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar.
Dalam hal permohonan pembatalan SPPT, SKP
PBB, atau STP PBB yang tidak benar dikembalikan
karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berlaku keten-

(5}

{6)

{1)

(2}

JRAN PEMERINTAH

tuan sebagai berikut:

a. untuk permohonan yang pertama, dianggap |
bukan sebagai permochonan sehingga Waijib |
Pajak masih dapat mengajukan permohonan |
paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 ayat (5); atau |

b. untuk permohonan yang kedua, Waijib Pajak
dapat mengajukan permohonan sepanjang
jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 20 ayat {5) belum ter-
lampaui. '

Terhadap permaohonan pembatalan SPPT, SKpP

PBB, atau STP PBB yang tidak benar yang dikem-

balikan karena tidak memenuhi ketentuan seb-

agaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 20 ayat (2), untuk permohonan yang
pertama; atau

b. Pasal 20 ayat {2) dan ayat (b}, untuk permo- |
honan yang kedua, ‘

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1). . ‘

Surat pengembalian permohonan pembatalan

SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yvang tidak bena-

rsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

dengan menggunakan contoh format sebagaima- |
na tercantum dalam Lampiran huruf R yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 24

Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana |

dimaksud datlam Pasal 23 ayat (2}, Direktur Jen-

deral Pajak dapat meminta dok_umen,_daté, infor-
masi, dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak |
meialui:

a. penyampaian' surat permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan; dan/
atau

b. peninjauan di lokasi objek pajak, tempat
kedudukan Wajib Pajak, dan/atau tempat lain
yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan
identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau
penghimpunan data, keterangan, dan/atau
bukti, mengenai objek pajak yang diajukan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB |
vang tidak benar.

Wajib Pajak harus memenunhi permintaan seb-

agaimana dlmaksud pada ayat{1) huruf a paling

lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
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(3)

(4)

{5)

(6)

{7

. (8)

(n

tanggal surat permin'taan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan dikirim.

Dalam hal diperlukan,Direktur Jenderal Pajak
dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan tambahan kepada Waijib Pajak
dengan menyampaikan surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.

Wajib Pajak harus memberikan dokumen, data,

informasi, dan/atau keterangan tambahan yang |

diminta dalam jangka waktu paling lama seb-
agaimana disebut dalam surat permintaan doku-
men, data, informasi, dan/atau keterangan tam-
bahan.

Surat permintaandokumen, data, informasi, dan/
atau keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a dibuat dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf S dan surat permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan-
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dibuat den-
gan menggunakan contch format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf T,yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Dalam rangka permintaan dokumen, data, infor-
masi, dan/atau keterangan melalui peninjauan lo-
kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu me-
nyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib
Pajak. o

Dalam hal W@i‘i‘b Pajak tidak memenuhi sebagian
atau seluruh.'ﬁrermintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan/atau ayat (3}, Direktur Jender-
al Pajak melakukan pemrosesan lebih lanjut ter-
hadap permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benarsesuai dengan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
yang diterima dan/atau yang dimiliki oleh Direk-
torat Jenderal Pajak.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan con-
toh format yang tercantum dalam Lampiran huruf
U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Dalam jangka waktu paling lama & (enam) bulan

terhitung sejak tanggal permohonan diterima, Di-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2)

rektur Jenderal Pajak menerbitkansurat keputu-
san pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar.

Surat keputusansebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} telah terla-mpaui dan Direktur Jen-
deral Pajak tidak menerbitkan surat keputusan,
permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
Dalam hal permohonan yang diajukan dianggap
dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat kepu-
tusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu} bulan
terhitung sejak jangka waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} perakhir. -
Dalam hal terdapat permintaan keterangan se-
cara tertulis dari Wajib Pajak mengenai keputusan
yang diberikan, Direktur Jenderal Pajak memberi-

‘kan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal

yang menjadi dasar untuk menolak permohonan
Waijib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}).

Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB,
atau STP PBB yang tidak benar sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunak-
an contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf V,yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terha-

dap permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) sebelum surat keputusan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

diterbitkan.

Pencabutansebagaimana dimaksud pada ayat {1}

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indone-
sia;

b. disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kepala KPP; dan

c. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam
hal surat pencabutan ditandatangani bukan
oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus se-
bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
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(3)

{4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

___PENGU

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan jawa- :
ban atas surat pencabutan sebagaimana dimak- _

£
i
5

sud pada ayat (2), sebelum surat keputusan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan
terhadap surat permohonan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak un-
tuk mengajukan kembali permohonan yang sama
dengan jenis permohonan yang dicabut.

Surat pencabutan permohonan pembatalan
SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat den-

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Surat jawaban atas pencabutan permohonan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) dibuat dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari :

Peraturan Menteri ini.

BAB VvV
PENGURANGANATAU PEMBATALAN
SECARA JABATAN
Pasal 27
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat:
a. mengurangkan denda administrasi PBB:
b. mengurangkan SPPT atau SKP PBB yang ti-
dak benar; atau ‘
€. membatalkan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak bénar.

i
i
i

H
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Pasal 28
Pengurangan atau pembatalan secara jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat {1) di-

. lakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang

. diketahui, diperoleh, atau dimiliki oleh Direktur Jen-
deral Pajak.

Pengurangan denda administrasi PBB sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaku-

kan dalam hal denda administrasi PBB tersebut
dikenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
Pengurangan SPPT atau SKP PBB vyang tidak
benar sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
b dapat dilakukan dalam hai terdapat ketidak-
benaran materi dalam penetapan besarnva PBB
yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.
Pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PRR yang
tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKp
PBB, atau STP PBB tersebut berdasarkan per-
aturan perundang-undangan di bidang perpajakan
seharusnya tidak diterbitkan.

PRAR vnrme

:

(1)

. (2)
gan menggunakan contoh format sebagaimana ;
tercantum dalam Lampiran huruf W yang meru- |

(3)

(4)

(5)

1)

(2)

Pasal 29

Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas

pengurangan atau pembatalan secara jabatan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (1).

Dalam rangka melakukan penelitian meneliti data

dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
kepada Wajib Pajak melalui:

a. penyampaian surat permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan; dan/
atau

b. peninjauan di lokasi objek pajak, tempat
kedudukan Waijib Pajak, dan/atau tempat lain
yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan
identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atay
penghimpunan data, keterangan, dan/atau
bukti, mengenai objek pajak.

Surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/

atau keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf a dibuat dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf Y yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka permintaan dokumen, data, infor-

masi, dan/atau keterangan melalui peninjauvan lo-

kasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf

b, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu me-

nyampaikan surat pemberitahuan kepada Waijib

Pajai.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan con-

- toh format yang tercantum dalam Lampiran huruf

Z yang merupakan -bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 30
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat kepu-
tusan pengurangan atau pembata'l‘an secara ja-
batan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat {1).
Surat keputusan pengurangan atau pembatalan
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secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dibuat dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf
AAyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal31
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a.

terhadap permintaan pengurangan denda admin-
istrasi PBB, permohonan pengurangan atau peng-
hapusan sanksi administrasi PBB, permohonan
pengurangan SPPT, SKP PBB,atau STP PBB yang
tidak benar, atau permohonan pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar, yang
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini dan belum diterbitkan surat keputusan, dise-
lesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK. 03/2009 tentang Tata Cara Penguran-
gan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pa-
jak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, yang Tidak Benar
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 147}; dan

terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi PBB, pengurangan SPPT, SKP PBB,

atau STP PBB yang tidak benar, atau pembatalan

SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar,
secara jabatan yang dilakukan sebelum berlaku-
nya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan
surat keputusan, diselesaikan berdasarkan keten-

tuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Men-

teri Keuangan Nomor11 1/PMK.03/2009 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberi-
tahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, atau
Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, yang Tidak Benar (Benta Negara Re-
_pubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 147).

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Peraturan Menteri ini

Pada saat

Tidak Benar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Repubhk indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYAN! INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

Ereadnens ows YU PR

mulai
berlaku,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/
PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak
' Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, atau Surat ‘Tagihan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang



